
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1592, 2017 KEMENKES. Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan.  
 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN 

KESEHATAN UNTUK VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT  

SERTA PENGENDALIANNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyakit tular vektor dan binatang pembawa 

penyakit  masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, 

baik secara endemis maupun sebagai penyakit baru yang 

berpotensi menimbulkan wabah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) 

dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Lingkungan, perlu mengatur 

ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan 

lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan 

binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya; 

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor 

perlu disesuaikan dengan kebutuhan program dan 

perkembangan hukum; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 

Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang 

Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang 

Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan 
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Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1973 Nomor 12); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan 

Pestisida; 

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan 

Pestisida; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat 

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit 

Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan 

Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran 

Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1047); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 
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16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 

 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR 

BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN 

KESEHATAN UNTUK VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA 

PENYAKIT SERTA PENGENDALIANNYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah 

spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media 

vektor dan binatang pembawa penyakit yang 

berhubungan atau berdampak langsung terhadap 

kesehatan masyarakat.  

2. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan 

teknis kesehatan pada media vektor dan binatang 

pembawa penyakit.  

3. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau 

melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan 

kesehatan. 

4. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, 

memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular 

penyakit.  

5. Binatang Pembawa Penyakit adalah binatang selain 

artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, 

dan/atau menjadi sumber penular penyakit. 
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6. Bioekologi adalah siklus hidup, morfologi, anatomi, 

perilaku, kepadatan, habitat perkembangbiakan, serta 

musuh alami Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. 

7. Manajemen Resistensi adalah semua tindakan yang 

dilakukan untuk mencegah, menghambat, dan mengatasi 

terjadinya resistensi pada Vektor dan Binatang Pembawa 

Penyakit terhadap pestisida. 

8. Penyelenggara adalah badan usaha, usaha perorangan, 

kelompok masyarakat, atau institusi yang mengelola, 

menyelenggarakan, dan/atau bertanggung jawab 

terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat 

rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. 

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

12. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat 

KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan 

Kementerian kesehatan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pencegahan 

dan pengendalian penyakit.  

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dengan 

menurunkan kepadatan Vektor dan Binatang Pembawa 

Penyakit;  

b. mencegah penularan dan penyebaran penyakit tular 

Vektor dan zoonotik; dan 
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